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ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Tebo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2025-2045;



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043.



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 yang memuat visi,

misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka waktu

20 (dua puluh) tahun. RPJPD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jambi

Tahun 2025-2043, dan RTRW Tahun 2023-2043, serta menjadi pedoman bagi

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan serta

penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan tahunan. Selain

itu, diatur pula mengenai sistematika RPJPD yang tercantum dalam lampiran serta

ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD oleh Bupati

melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang

perencanaan pembangunan daerah.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2024.

Batang Tubuh : 7 Halaman

Penjelasan : 3 Halaman


